
BT]PATI BINTAI\I

PERATT'RAN BUPATI BIT{TAN

I'lilOR 17 TAHUN 20(F

TENTANG

TrcI(l.r{GAII PEXERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

TEreAil RAHNAT TUHAN YANG E$A,

zuPATI BINTAN

Hrc d#n rangrka efektifrtas dan efiesiensi penyelengganaan

per:ritanan serta peningkatan pelayanan publik di lingkungan

ftrgirtafian Kabupaten Bintan di pandang perlu adanya

prl*an hari keria di lingkungan Pemerintahan Kabupaten

ffit;
Hrm berdasarkan pertimbangan huruf a, diatas perlu

men@kar Peraturan Bupati tentang Hari Kerja di Lingkungan

knefiHran Kabupat'en Bintan.

Urfan*Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

tbafr Otonorni Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi

ffia Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

tfrrrcsb Tahun 1956 Nomor 25);

tlrgarp+ndang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian ( Lembaran Negara Republk lndonesia Tahun 1974

f5ru 55, Tambahan Lsnbaran Negara Republik lndonesia

lSns 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

llurnr 4.3 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik lndonesia

Tdtun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Republik

ffiresb l,lonpr 3890);



t

1.

2

llEtg - Undang l,lomor 25 tahun 2OA2 tentarg Pembentukan

ho*rd Kepuhuan Riau (Lembaran tlegara Republik lndonesia

Tdrn 2ffi2 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik

ldmesb l,lornor 4327'l;

LlndarB - Undang Nomor 10 tahun 2OA4 tentang Pembentukan

kratunan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndmesia Tahun 20o4- Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 tahun 2404 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

M37);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pembinaan

Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri $ipil; (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan

Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan

Provinsi Kepulauan Riau; (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4905);

ll.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Keda di

Lingkungan Lembaga Pemerintah;

l2.Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 98 c Tahun 2005

tentang Pelaksanaan 5 ( lima ) Hari Keda Dalam Seminggu Bagi

l'cga',iai l,legeri Slpil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

5.
t:



H ffi*rt Oganisasi

ffiDPRft
tl]ffil tHt lGbupaten Bintan Nomor 12

* - I Herft*an Organisasi Dinas Daerah;

[finfran Daerah lGbupaten Bintan Nomor 13

Erg Pernbentukan Organisasi Lembaga Teknis.

Waktu istirahat

b. HariJum'at

Waktu istirahat

H tC*+*n Bintan l,lomor 10 Tahun 2005

Olga*nsi Kecarnatan dan Kelurahan ;

tEt l(dup#n Bintan Nomor 1'l Tahun 2005

Sekrctariat Daerah dan

Tahun 2005

Tahun 2005

[:

TETUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG HARI KERJA

DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

Pasal 1

Hari keda di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan ditetapkan 5

( lima ) hari kerja yaitu hari Senin, Selasa , Rabu, Kamis dan Jum'at.

Pasal 2

Pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan jam

keda sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 07.30 Wib - 16.00 Wib

: Jam 12,00 Wib - 13.00 Wib

: Jam 07.30 Wib - 16.30 Wib

: Jam 1 1.30 Wib - 13.00 Wib

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal2 adalah :

a. Lembaga - lembaga Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak

(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Sekolah Menengah Atas {SMA), Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK), Madrasyah lbtida'iyah (Ml), Madrasyah Tsanawiyah (MTs),

Madrasyah Ali'yah (MA), dan lembaga pendidikan yang sederajat
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ffiran lGbupaten Bintan yang

'5 Ferln Wnan kepada rnasprakat

:E try Pt#rm yang mempunyai rawat inap,

ffia, pelayanan perpusfakaan, seksi operasi

n tl5 hq Pr:ia dan Unit - unit pelayanan lainnya

fffit-Et pa(et @ksanan tugas pada hari Sabtu ;

Pasal 4

fi! F*da ditas dalam hari kerja adalah diatur sebagai berikut :

a- lbi S€nin dan Selasa : Pakaian Dinas Harian ( PDH),

b. Hari Rabu

kecuali hari senin khusus bagi

Pegawai Kesbangpol & Linmas

menggunakan pakaian Linmas;

- Eselon ll dan Eselon lll

menggunakan pakaian kemeja

lengan panjang dan dasi;

- Eselon lV, Non Eselon dan

Pegawai Tidak Tetap (P'ff)

menggunakan Pakaian Dinas

Harian (PDH);

Pakaian Olah raga;

Pakaian Baju Kurung Melayu.

(2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menggunakan atribut resmi sesuai ketentuan

yang berlaku kecuali pakaian otah raga.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan hari kerja tersebut disiplin harus

ditingkatkan, apabila pegawai meninggalkan ruang keria atau

keluar lingkungan kantor, harus mendapatkan izin dariatasan.

Pasal 6

Pada setiao hari Sabtu aoar diatur Denuoasan siaoa tuoas vanq

F!
c. Hari Kamis

d. Hari Jumat



Hp
dn kntrBunan, Asisten Administasi Umum)

dil bertanggungiartab untuk menfasilitasi stn
trirngan anfiara Pemerintah Pusat, Provinsi

qfr*f*rt(cfa kirr173.

"*
Pasal 7

ffilr sef.rrtrr Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan evaluasi dan

psfalan pelaksanaan jam keria dan melaporkan secara rutin

bFdta Bupati Bintan melalui Badan Kepegawaian Daerah

l(SLpaten Bintan berupa daftar hadir (absensi) Pegawai Oan

Fegauai Ttdak Tetap.

Pasal 8

Pelaksanaan efektif tanggal Hari Kerja Di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Bintan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah

Kabupaten Bintan :

tanggal

SEKRET

27 i:"'ilil 2005

DAERAH

Ditetapkan di Kijang

)1 lis:.T

BINTAN


